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ABSTRAK 
Dalam penulisan Skripsi ini penulis membahas mengenai analisis yuridis putusan 
Mahkamah Konstitusi nomor 77/PUU-IX/2011 terkait Pengaturan Piutang Badan 
Usaha Milik negara dalam hal permohonan Restrukturisasi utang oleh debitur. Hal 
ini dilatarbelakangi karena pengaturan terkait piutang BUMN dirasa sangat tidak 
adil bagi debitur bank BUMN dalam hal pemberian restrukturisasi utang karena 
masih berlakunya Undang-undang nomor 49 tahun 1960. Beberapa pasal tersebut 
juga bertentangan dengan Undang-undang BUMN juncto Undang-undang 
Perseroan Terbatas serta Undang-undang Perbendaharan Negara yang mengatur 
bahwa Piutang negara hanya sebagai piutang yang hanya ditujukan untuk instansi 
pemerintah pusat, dan bukan untuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara. 
 
Kata kunci : Piutang Negara, Piutang BUMN, Restrukturisasi Utang 
 
ABSTRACT 
In this minor thesis, the author discusses about jurudical analysis on the ruling of 
the constitutional court number 77/PUU-IX/2011 related to the receivable state 
owned bussiness entities in the event such application for a restructuring of the 
debt by a debtor. It is backed by the state owned enterprise accounts receivable 
related setting because both fell very unfair to the debtor bank state owned 
enterprise in term of restructuring the debt due to the enactment of act no. 49 of 
1960. Some article is also contrary to the law on state owned enterprise juncto the 
act of limited company and the act of treasury the state of being arranged that. 
 








Keuangan negara sangat memegang peranan penting untuk mewujudkan 
tugas negara yang merupakan tanggung jawab negara.
1
Berdasarkan pasal 33 
ayat (2), (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,  Negara 
memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengelola kekayaan Negara, 
terutama kekayaan alam dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. 
Keterlibatan Negara dalam mengelola cabang-cabang produksi yang penting 
haruslah dilihat dari usaha Negara, dalam memberikan kesejahteraan 
masyarakat seperti yang telah diamatkan pada Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945.  
Dalam perekonomian Indonesia dikenal lembaga keuangan yang bertugas 
untuk mengawasi, mengatur serta mengelola seluruh kekayaan Negara. 
Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi 2 yakni lembaga keuangan 
perbankan dan lembaga keuangan non perbankan. Dalam lembaga keuangan 
perbankan di Indonesiapun dari segi kepemilikannya terbagi menjadi 2 (dua) 
bagian yakni bank non Badan Usaha Milik Negara/swasta dan juga Bank 
Badan Usaha Milik Negara. Legalitas atas keberadaan lembaga keuangan 
perbankan didukung dengan terbentuknya Undang-undang nomor 7 tahun 
1992 tentang perbankan sebagaimana telah dirubah dengan nomor 10 tahun 
1998, serta kehadiran Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia, dan Undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas 
Undang-undang nomor 23 tahun 1999. 
Bank non Badan Usaha Milik Negara atau disebut juga Bank swasta 
merupakan bank yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta serta 
pengelolaannya diatur sesuai mekanisme korporasi perusahaan bank masing-
masing. Tetapi bank non Badan Usaha Milik Negara /swasta tetap tunduk 
pada Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tantang Perseroan Terbatas, 
Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal serta undang-
undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankkan. 
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Djafar saidi, Muhammad, SH., MH., Prof., Dr., Hukum Keuangan Negara, Rajagrafindo, 
Jakarta, 2011, hlm.9 
Bank Badan Usaha Milik Negara  merupakan bank yang sebagian atau 
keseluruhan modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Hal tersebut 
tertuang dalam undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha 
Milik Negara. 
Bank Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan 
ekonomi yang penting dan sangat diandalkan di dalam pembangunan 
perekonomian nasional, yang dalam produksinya berjalan bersama-sama 
dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta ( baik besar maupun kecil, domestik 
maupun asing). Sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi di Negara 
Indonesia, keberadaan Bank Badan Usaha Milik Negara memiliki peran yang 
tidak kecil guna ikut serta dalam mewujudkan dan memajukan kesejahteraan 
masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945. 
Namun timbul permasalahan dari bank Badan Usaha Milik Negara. 
Debitur dari salah satu perusahaaan bank Badan Usaha Milik Negara (PT. 
Bank Negara Indonesia Tbk.) mengajukan permohonan perkara pengujian 
Undang-undang (judicial review) kepada Mahkamah konstitusi terkait 
Undang-undang Panitia Urusan Piutang Negara. Hal yang dimohonkan oleh 
pemohon adalah pengujian kembali pasal 4, pasal 8, pasal 10, serta pasal 12 
undang-undang Panitia urusan Piutang Negara. 
 Pada awal mulanya, saat terjadi krisis moneter yang termasuk sebagai 
suatu peristiwa diluar kekuasaan (force majeure), debitur dalam hal ini 
merupakan pemohon tidak mendapatkan bantuan berupa pemberian 
keringanan kewajiban pembayaran termasuk pemotongan utang (hair cut) 
oleh PT. Bank Negara Indonesia Tbk. selaku kreditur. Disisi lain, debitur-
debitur yang bermasalah dari bank swasta yang tidak kooperatif dapat 
menyelesaikan kreditnya melalui lembaga BPPN, telah menikmati 
pemotongan utang (hair cut) hingga mencapai diatas 50% dari utang 
pokoknya. Akan tetapi, para pemohon yang kooperatif direstrukturisasi 
kreditnya melalui Panitia urusan Piutang Negara ternyata hutang pokoknya 
semakin bertambah besar. Adanya perbedaan perlakuan ini disebabkan karena 
masih berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 49 Prp 
Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Bank-bank Badan Usaha 
Milik Negara (termasuk PT. BNI Tbk.) hanya dapat menyelesaikan utang 
tidak tertagih melalui Panitya Urusan Piutang Negara tanpa memiliki 
keleluasaan untuk adanya restrukturisasi utang maupun penundaan utang.
2
 
Setelah pengujian materiil dari Mahkamah Konstitusi dengan 
mempertimbangkan segala bukti-bukti yang telah dihadirkan dipersidangan. 
Dan juga menimbang bahwa masih terdapat dua aturan yang berlaku yaitu 
Undang-undang nomor 49 tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara 
dan Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara  
juncto Undang-undang BUMN dan Undang-undang Perseroan terbatas 
sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan 
prinsip-prinsip konstitusi.
3
 Kemudian adanya ketentuan penyerahan piutang 
bank BUMN untuk dilimpahkan ke PUPN menimbulkan perlakuan yang 
berbeda antara debitur bank BUMN dan debitur bank non BUMN sehingga 
bertentangan dengan prinsip konstitusi. Maka Mahamah Konstitusi 
memutuskan untuk mengabulkan permohonan debitur.  
Dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang panitia 
Urusan Piutang Negara mengatur mengenai tugas PUPN yakni mengurus 
piutang Negara yang berdasarkan peraturan telah diserahkan 
kepengurusannya kepadanya oleh pemerintah atau badan-badan yang 
dimaksudkan dalam pasal 8 peraturan ini. Oleh Mahkamah Konstitusi 
diputuskan bahwa frasa “atau badan-badan yang dimaksudkan dalam pasal 8 
peraturan ini” telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal 
ini juga berlaku pada pasal 8 dan pasal 12 Undang-undang Nomor 49 Tahun 
1960 tentang panitia Urusan Piutang Negara. Dalam pasal 8 di sebutkan 
bahwa: 
“ yang dimaksud dengan piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib 
di bayar kepada Negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau 
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Dijelaskan dalam Permohonan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.77/PUU-IX/2011 paragraf  
3
 Dijelaskan dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.77/PUU-
IX/2011 
tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, 
perjanjian atau sebab apapun.” 
Dalam putusan Mahkamah Konstitusi frasa “badan-badan badan yang 
baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara” tersebut 
bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
serta tidak memiliki hukum yang mengikat dan oleh karena itulah frasa 
tersebut dihapus. Dan dalam pasal 12 frasa mengenai “dan Badan-Badan 
Negara” itupun dihapuskan. 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.77/PUU-IX/2011 berkaitan erat 
dengan perkerjaan keseharian dari bank. Sebenarnya sebelum keluarnya 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.77/PUU-IX/2011, bankBadan Usaha 
Milik 
Negaratidakdapatmenyelesaikanpermasalahankreditmacetsecaratuntaskarena 
bank Badan Usaha Milik 
Negaratidakdapatmelakukanpenghapusansecaramutlak (hair cut 
atauhapustagih) ataskreditmacettersebut. Hal 
inidisebabkankarenaadanyamultitafsiratasdefinisipiutang Negara, 
dimanamultitafsirtersebutbersumberdari 2 (dua) Undang-undang yang 
saatinimasihberlakunamunmemilikidefinisi yang berbedaataspiutang Negara 
(Undang-undang no. 49 tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang 
NegaradenganUndang-undang no. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara). 
II. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana analisis yuridis terhadap dasar pertimbangan hakim 
dalamPutusanMahkamahKonstitusinomor 77/PUU-IX/2011 
mengenaipiutangBadan Usaha Milik 
Negaradalamhalpermohonanrestrukturisasiutangolehdebitur? 
2. Bagaimana akibat hukum pengajuan restrukturisasi utang oleh debitur 




Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini 
adalah dengan menggunakan jenis penelittian yuridis normatif. Metode 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan 
Perundang-undangan, pendekatan konsep, dan juga pendekatan kasus, karena 
penelitian ini meneliti tentang pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah 
Konstitusi nomor 77/PUU-IX/2011 mengenai putusan dalam perkara 
pengujian Undang-undang nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan 
Piutang Negara. 
Jenis bahan hukum yang digunakan diperoleh dari: 
a. Bahan hukum primer : berdasarkan dari Undang-undang yang terkait 
dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77/PUU-IX/2011 
mengenai putusan dalam perkara pengujian Undang-undang nomor 
49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. 
b. Bahan hukum sekunder : merupakan bahan hukum yang diperoleh 
dari berbagai buku, literatur, makalah, hasil penelitian, pendapat para 
ahli hukum, pendapatparasarjana, kasus-kasushukum yang relevan, 
berbagai media audio, visual , audiovisual , artikel , jurnal , 
penelusuran data dari internet. 
Teknik analisis bahan hukum, dengan cara menganalisis bahan-bahan 
hukum yang digunakan kemudian menjabarkannya kedalam unit-unit 
kemudian membuat esimpulan agar mudah dipahami. Definisi konseptual 
yang digunakan adalah restrukturisasi utang yakni pembayaran hutang 
dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat 
pembayaran hutang sebelum dilakukannya proses restrukturisasi hutang, 
karena adanya konsesi khusus yang diberikan kreditur kepada debitur.Badan 
Usaha Milik Negara yakni badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 
modalnya dimiliki olehNegara melalui penyertaan secara langsung yang 
berasal dari kekayaan Negarayang dipisahkan yang bertujuan untuk mengejar 
keuntungan. Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya 
dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar 
kembali pada masa yang akan datang. Piutang Negara adalah jumlah uang 
yang wajib dibayar kepada Negara atau badan-badan yang baik secara 
langsung atau tida langsung dikuasai oleh negra berdasarkan suatu peraturan, 
perjanjian atau sebab apapun. 
IV. PEMBAHASAN 
Pengaturan mengenai Piutang Negara masih termasuk dalam 
lingkup keuangan negara karena tergolong dalam pengertian 
keuangan negara. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa semua hak dan 
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala 
sesuatunya baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan 




Dalam pasal 2 huruf g menjelaskan lebih lanjut mengenai 
keuangan negara yaitu:  
g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri 
atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, 
piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai 
dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada 
perusahaan negara/perusahaan daerah; 
Dalam ketentuan pasal 2 huruf g maka dapat dikatakan 
bahwa keuangan negara juga meliputi kekayaan negara yang 
dipisahkan. Kemudian dalam penjelasan undang-undang Keuangan 
Negara diperjelas mengenai ruang lingkup dan pengertian 
keuangan negara. 
Objek dari keuangan negara salah satunya berasal dari 
kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan Negara yang 
dipisahkan merupakan kekayaan negara yang berasal dari APBN 
untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau 
Perum serta perseroan terbatas lainnya sebagaimana diatur dalam 
Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 
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 Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
Negara.
5
 Sehingga menurut penulis,  Undang-undang Nomor 17 
Tahun 2003 masih berpendapat bahwa Kekayaan Badan Usaha 
Milik Negara yang merupakan kekayaaan negara yang dipisahkan 
masih disebut sebagai Keuangan Negara. Padahal apabila dilihat 
dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 
Milik Negara, Pengaturan terkait keuangan negara, keuangan 
daerah maupun keuangan Badan Usaha Milik Negara dari segi 
yuridis dengan fungsinya jelas sangat berbeda.
6
 
Penjelasan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan Kekayaan BUMN 
yang dipisahkan merupakan Penyertaan modal negara dalam 
rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN memang bersumber 
dari APBN, kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya.
7
 Hal 
tersebut jelas berbeda dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 
menyatakan bahwa perusahaan persero, yang selanjutnya disebut 
Persero adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk 
Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang 
seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya 
dimiliki oleh Negara yang bertujuan untuk mengejar keuntungan.
8
 
Sedangkan Keuangan negara yang pada dasarnya merupakan badan 
hukum publik, tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, namun 
tujuannya adalah untuk kemakmuran masyarakat seperti yang telah 
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Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tetang Badan Usaha Milik Negara 
6
 Arifin P. Soeriaatmadja, Hukum Keuangan Negara Pasca 60 Tahun Indonesia Merdeka : 
Masalah dan Prospeknya bagi Indonesia, www.mappi.com , diakses pada tanggal 12 Juni 2013 
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Akadun, Dr. M.Pd., Administrasi Perusahaan Negara. Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 24-25 
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 Adrian Sutedi, SH., MH., Hukum Keuangan Negara. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. Hlm. 28 
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Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 23 
1). Anggaran pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan 
negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka 
dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Badan Usaha Milik Negara di Indonesia menurut Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang  Badan Usaha Milik Negara 
dibagi menjadi 2, yaitu Persero dan Perum. Dalam pasal 11 
Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang  Badan Usaha Milik 
Negara, terhadap persero berlaku segala ketentuan yang terdapat 
dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas. Pada Badan Usaha Milik Negara Perum juga diatur dalam 
pasal 35 Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang  Badan 
Usaha Milik Negara. 
Badan Usaha Milik Negara merupakan badan hukum dimana 
diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas bahwa kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan 
dengan pengurus serta pemiliknya tersebut dipisah.
10
 Dalam arti, 
suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas memiliki 
kekayaan yang terpisah dari direksi (selaku pengurus), dewan 
Komisaris (selaku pengawas), dan para pemegang saham (selaku 
pemilik).
11
 Dalam hal ini, negara hanya memberikan penyertaan 
modal kepada Badan Usaha Milik Negara sehingga negara hanya 
sebatas pemegang saham saja. Negara sebagai pemegang saham 
hanya mendapatkan keuntungan sebagai bukti pemasukan modal 
dan juga sebagai pemilik perusahaan. Namun Negara tidak ikut 
campur dalam permasalahan yang terjadi dalam perusahaan 
tersebut. Itu berarti Kekayaan pada perusahaan Badan Usaha Milik 
Negara jelas bukan Kekayaan Negara. Karena negara sebatas 
pemilik saham atas perusahaan Badan Usaha Milik Negara. 
Namun hal tersebut masih belum dapat menghapus ketentuan 
dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara. Karena hingga saat sebelum keluarnya putusan Mahkamah 
Konstitusi, perusahaan Badan Usaha Milik Negara masih terikat 
dengan beberapa regulasi terkait Keuangan Negara. Salah satunya 
                                                             
10
Op. Cit Hlm. 28 
11
 Op. Cit Hlm 28 
dengan terjadinya Kredit macet yang terjadi pada Bank Badan 
Usaha Milik Negara sehingga piutang debitur dari Bank Badan 
Usaha Milik Negara tidak dapat diselesaikan. Piutang debitur tidak 
dapat segera diselesaikan oleh Bank Badan Usaha Milik Negara 
karena terganjal dengan Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 
1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara. 
Regulasi yang kurang kuat untuk melandasi pengurusan 
piutang Badan Usaha Milik Negara diperparah dengan keluarnya 
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Dalam pasal 19 disebutkan 
bahwa penghapusan secara mutlak atas piutang perusahaan 
negara/daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pada pasal 20 
menyatakan bahwa tata cara dan penghapusan secara bersyarat dan 
penghapusan secara mutlak atas piutang diserahkan kepada Panitya 
Urusan Piutang Negara, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri 
Keuangan. 
Padahal dalam pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara secara jelas 
menyebutkan pengertian piutang negara, Piutang negara hanya 
sebagai piutang yang hanya ditujukan untuk instansi pemerintah 
pusat, dan bukan untuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Hal 
tersebut juga merubah mengenai pengurusan piutang Badan Usaha 
Milik Negara dari yang awalnya perusahaan Badan Usaha Milik 
Negara termasuk piutang negara, namun kemudian menjadi 
terpisah yang telah diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 
Menurut M. Akil Mochtar, berlakunya Undang-undang 
nomor 1 tahun 2004, telah mengubah pengertian piutang negara 
yang dikandung dalam UU nomor 49 tahun 1960.
12
 Piutang Badan 
Usaha Milik Negara adalah piutang perseroan terbatas Badan 
Usaha Milik Negara atau piutang swasta yang dibedakan dengan 
piutang negara atau piutang publik. Klasifikasi utang atau piutang 
Badan Usaha Milik Negara adalah piutang dari perseroan, sehingga 
mekanisme penyelesaiannya mengikuti mekanisme perseroan. 
Piutang Bank Badan Usaha Milik Negara bukan lagi piutang 
negara yang pengurusannya diserahkan kepada Panitya Urusan 
Piutang Negara tetapi seharusnya sudah dapat diselesaikan dengan 
menggunakan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat (penjelasan 
pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 
Badan Usaha Milik Negara)  dengan melakukan restrukturisasi baik 
dalam pola hair cut, konvensi maupun reschedulling.
13
 
Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan mengenai 
piutang Badan Usaha Milik Negara, Menteri Keuangan pada saat 
itu meminta Fatwa Mahkamah Agung Nomor 
WKMA/Yud/20/VIII/2006 tentang pemisahan kekayaan Badan 
Usaha Milik Negara dari kekayaan negara.
14
 Dalam fatwa tersebut 
menyebutkan bahwa pasal 1  angka (1) dan pasal 4 ayat (1) 
Undang-undang nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 
Negara beserta penjelasannya, Badan Usaha Milik Negara memiliki 
modal yang terpisah dari APBN dan pembinaan serta 
pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang 
sehat. Pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan Piutang Badan 
Usaha Milik Negara bukanlah piutang negara. Pasal 8 dan pasal 12 
ayat (1) Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang 
Panitya Urusan Piutang Negara sudah tidak mengikat lagi secara 
hukum dikarenakan sudah ada peraturan terbaru (lex specialist) 
                                                             
12
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diselenggaran di jakarta, 15 Oktober 2012 
13
Op. Cit  
14 AAdrian Sutedi, SH., MH., Hukum Keuangan Negara. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. Hlm. 35 
yakni Undang-undang nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 
Milik Negara. Pasal 2 huruf g Undang-undang nomor 17 tahun 
2003 mengenai kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan 
negara/perusahaan daerah tidak selaras dengan Undang-undang 
nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sehingga 
Tidak lagi memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Kemudian 
Mahkamah Agung menyarankan perubahan Peraturan Pemerintah 
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang 
Negara/Daerah. 
Setelah munculnya Fatwa Mahkamah Agung Nomor 
WKMA/Yud/20/VIII/2006 tentang Pemisahan kekayaan Badan 
Usaha Milik Negara dengan Kekayaan Negara maka Pemerintah 
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
15
 Dalam 
Peraturan tersebut membatalkan pasal 19 dan pasal 20 Peraturan 
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan 
Piutang Negara/Daerah. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2006 mengatur 
mengenai penghapusan piutang perusahaan negara/daerah. Dan 
juga dalam pasal II disebutkan bahwa pengurusan piutang macet 
milik perusahaan negara/daerah tidak dilaksanakan lagi menurut 
Panitia Urusan Piutang Negara, namun dilaksanakan oleh Badan 
Usaha Milik Negara berdasarkan mekanisme korporasi yang 
berlaku dalam perusahaan tersebut, sesuai dengan Undang-undang 
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dengan 
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 ini menjadi 
salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 
pengujian Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang 
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Panitya Urusan Piutang Negara terhadap Undang-undang Dasar 
Negara republik Indonesia 1945 selain Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam hal 
memperkuat pembuktian terhadap kedudukan kekayaan Badan 
Usaha Milik Negara terkait Piutang Badan Usaha Milik Negara 
dengan kekayaan negara yang terdapat ketidaksingkronan dengan 
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Terbatas, serta peraturan-peraturan lanjutan yang mendukung  
kedudukan Kekayaan Badan Usaha Milik Negara. 
Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, 
kedudukan Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti 
undang-undang berada diatas peraturan pemerintah. Dan dalam 
teori hierarki jelas telah disebutkan bahwa suatu norma yang lebih 
rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih 
tinggi. Lex posterior derogat legi priori,  yakni bahwa ketentuan 
hukum yang baru mengalahkan ketentuan hukum yang lama. 
Menurut salah satu hakim konstitusi, M. Akil Mochtar, terdapat 
pertimbangan lain dari Mahkamah Konstitusi yang tidak terdapat 
dalam bagian amar putusan dimana Mahkamah Konstitusi  
memperhatikan kedudukan Undang-undang lain Setelah terbitnya 
Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitya Urusan 
Piutang Negara. 
Sebelum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 77/PUU-IX/2011 terdapat beberapa regulasi yang mengatur 
mengenai restrukturisasi utang. Restrukturisasi utang pada bank 
BUMN sebelum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi 
dianggap sebagai piutang negara, yang setiap pemasukan dana dari 
negara dalam bentuk modal akan diurus dipertimbangkan serta 
diawasi oleh negara secara langsung melalui Panitya Urusan 
Piutang Negara. Hal ini menjadikan perusahaan BUMN tidak 
leluasa dan tidak dapat menjalankan perusahaan seperti yang diatur 
dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 
Usaha Milik Negara apabila terjadi restrukturisasi utang. 
RegulasiterkaitrestrukturisasiutangSebelum putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 diatur dalam : 
1. Undang-undangNomor 7 Tahun 1992 
tentangPerbankansebagaimanatelahdiubahdenganUndang-
undangNomor 10 Tahun 1998 
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 
tentangPenilaianKualitasaktiva Bank Umum 
Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-
IX/2011, pemerintah belum membuat peraturan lanjutan terkait 
pengurusan Piutang Badan Usaha Milik Negara. Namun oleh 
Menteri Badan Usaha Milik Negara dikeluarkan Surat Edaran 
Kepada seluruh Badan Usaha Milik Negara untuk selanjutnya 
penyelesaian piutang Badan Usaha Milik Negara diselesaikan 
berdasarkan Standar Operasional Presedur masing-masing 
perusahaan. 
Keluarnya putusan mahkamah Konstitusi memberikan 
kepastian hokum kepada pihak bank untuk menyelesaiakan kredit 
bermasalah yang terjadi dalam bank. Hal tersebut juga memberikan 
keuntungan bank karena bank BUMN dapat menyelesaikan 
permasalahan mengenai kredit macet itu berdasarkan keputusan 





1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengganti frasa “badan-badan 
negara” pada pasal 4, pasal 8 serta pasal 12 ayat (1) dianggap 
bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
1945 dikarenakan masih terdapat konflik norma mengenai ruang lingkup 
kekayaan negara yang terpisah kaitannya dengan pasal 2 huruf g Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan pasal 1 
ayat (1) dan pasal 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 
Badan Usaha Milik Negara. Terdapat konflik norma dalam pengertian 
Piutang Negara. Pada pasal 8 Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 
tentang Panitya Urusan Piutang Negara dan pasal 1 angka (6) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004, terdapat perbedaan dalam memberikan 
pengertian mengenai piutang negara. Dalam Undang-undang Nomor 1 
Tahun 2004, piutang Negara tidak termasuk dalam piutang Badan Usaha 
Milik Negara. Karena Badan Usaha Milik Negara merupakan Badan 
Hukum Perseroan yang bersifat privat yang bertujuan mencari 
keuntungan.  
2. Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 
tentang pengujian Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang 
Panitya Urusan Piutang Negara dengan Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945 menghasilkan putusan bahwa Piutang Bank 
Badan Usaha Milik Negara bukan merupakan Piutang Negara lagi 
sehingga penyelesaian Piutang tidak lagi dilimpahkan kepada  Panitya 
Urusan Piutang Negara tetapi penyelesaian Piutangnya dapat diselesaikan 
melalui mekanisme perusahaan perbankan masing-masing dengan 
menggunakan prinsip-prinsip perusahaan perbankan yang sehat. 
B. SARAN 
1. Pemerintah mengkaji kembali pengaturan piutang Negara sehingga 
pemasalahan mengenai perbedaan perlakuan antara debitur bank Badan 
Usaha Milik Negara dengan debitur bank non Badan Usaha Milik Negara 
dalam hal restrukturisasi utang dapat berlaku secara adil sesuai seperti 
yang diamatkan dalam pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945 adanya kepastian hukum, agar tidak terjadinya 
multitafsir. 
2. Dibentuknya regulasi yang secara jelas mengatur kedudukan piutang 
Negara Badan Usaha Milik Negara kaitannya dengan restrukturisasi 
kredit perbankan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan kelanjutan 
dari putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-undang 
dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 karena Undang-
undang nomor 49 tahun 1960  tentang Panitia Urusan Piutang Negara 
sudah tidak selaras dengan Undang-undang yang lebih baru, yaitu 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 
Negara juncto Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  
Perbendaharaan Negara. 
3. Perusahaan Perbankan Badan Usaha Milik Negara harus membuatt 
regulasi  Intern tentang Standard Operating Prosedure sesuai dengan 
Instruksi dari kementerian Badan Usaha Milik Negara agar permasalahan 
penyelesaian kredit macet dapat ditangani oleh perusahaan perbankan 
terkait selaku kreditur. 
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